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Menimbang : a. bahwa segala sumber daya mineral dan batubara yang 
terdapat di alam merupakan karunia Tuhan yang memiliki 
fungsi sangat penting untuk kebutuhan hidup manusia, oleh 
karena itu Pemerintah Daerah mengemban misi untuk 
melakukan pengelolaan pertambangan agar memberikan 
manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat; 

b.  bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna 
pertambangan serta terjaganya kelestarian alam dan 
lingkungan di daerah, maka pengelolaannya perlu dilakukan 
secara baik dan benar serta berkelanjutan; 

c. bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam 
pengelolaan pertambangan sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara perlu diadakan 
pengaturan lebih lanjut untuk memberikan dasar hukum yang 
jelas; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral 
dan Batubara. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Tingkat 1 Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Negara Nomor 1918); 
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4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3888); 

5.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

6.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); 

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah dan  Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140); 

10.   Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4959); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang 
Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang 
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3003); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif 
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku 
Pada Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang 
Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah 
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5110); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 5111); 

17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 
Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang; 

18.  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa 
Pertambangan Mineral dan Batubara; 

19.  Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 
1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis 
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidanmg 
Pertambangan Umum; 

20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi   Nomor : 
1211.K/008.M.PE/1995 tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan 
Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum; 

21. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi   Nomor : 
555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja Pertambangan Umum; 

22.  Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 – 2029 (Lembaran Daerah 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56). 

    

Dengan Persetujuan BersamaDengan Persetujuan BersamaDengan Persetujuan BersamaDengan Persetujuan Bersama    

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARATDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARATDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARATDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT    

dandandandan    

BUPATI LOMBOK BARATBUPATI LOMBOK BARATBUPATI LOMBOK BARATBUPATI LOMBOK BARAT    
    

MEMUTUSKAN :MEMUTUSKAN :MEMUTUSKAN :MEMUTUSKAN :    

MenetaMenetaMenetaMenetapkanpkanpkanpkan    ::::    PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 
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BAB IBAB IBAB IBAB I    

KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM    

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1.  Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Barat; 

2.  Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah  sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat; 

4.  Bupati adalah Bupati Lombok Barat; 
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5.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat; 

6.  Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Barat; 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten 
Lombok Barat; 

8.  Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 
penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara, yang 
meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, 
serta kegiatan pascatambang;  

9. Pengelolaan Pertambangan adalah pengelolaan dalam arti luas meliputi 
segala kegiatan dan usaha penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, 
inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, dan 
pengawasan serta pemeliharaan lingkungan pertambangan dan 
melaksanakan konservasi; 

10. Komoditas tambang adalah mineral radoaktif, mineral logam, mineral bukan 
logam, batuan dan batubara; 

11. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat 
fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang 
membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu; 

12. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara 
alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan; 

13. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa 
bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah; 

14. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang 
terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;  

15. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral 
dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, 
studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 
pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang; 

16. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk 
melaksanakan usaha pertambangan; 

17. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan 
kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; 

18. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang  diberikan setelah selesai 
pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi 
produksi; 

19. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk 
mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi; 

20. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh 
informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, 
kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai 
lingkungan sosial dan lingkungan hidup; 

21. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk 
memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk 
menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk 
analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang; 

22. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi 
konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan 
dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan 
hasil studi kelayakan; 
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23. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan 
pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian 
dampak lingkungan; 

24. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk 
memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya; 

25. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk 
meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan 
dan memperoleh mineral ikutan; 

26. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan 
mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat 
pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan; 

27. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil 
pertambangan mineral dan/atau batubara; 

28. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan 
usaha pertambangan; 

29.  Usaha Jasa Pertambangan adalah adalah usaha jasa yang kegiatannya 
berkaitan dengan tahapan danlatau bagian kegiatan usaha pertambangan; 

30. lzin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin 
yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan 
kegiatan usaha jasa pertambangan; 

31 Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat 
keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa 
Pertambangan Non Inti; 

32. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang 
memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan 
administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional; 

33. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian 
dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi 
geologi; 

34. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian 
dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional; 

35. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian 
dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;  

36. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah 
wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP; 

37. IUP Eksplorasi adalah Izin Usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan 
kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;  

38. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai 
pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi 
produksi; 

39. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk 
melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat 
dengan luas wilayah dan investasi terbatas; 

40.  Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang 
pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan 
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

41. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha 
pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas 
lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai 
peruntukannya; 

 


